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ABSTRACT
History notes that the idea of establishing an institution of Islamic religious education has
actually been owned by Muslims since the Dutch era. After Indonesian independence, the
development of Islamic education showed a better development. The presence of IAIN in society
is basically a manifestation of a long-held aspiration in the hearts of Indonesian Muslims. at a
later stage some IAIN and STAIN develop into UIN. In the long journey PTAIN in Indonesia has
generated many graduates, both in strata one, strata two and three. The gait of its alumni has
been widespread in the community, which includes as educators, da'i, bureaucrats,
entrepreneurs and so forth. Currently, Islamic Religious Higher Education (PTKI), especially
IAIN and STAIN are faced with issues concerning the output that has not been accommodated
(involved / involved) adequately, if not maximized into various aspects of the needs of modern
life. Whereas the demands of change continue to roll along with the changing times that seemed
unstoppable. If following the identification of the problems of Islamic Higher Education, then the
problems faced by PTKI are (1) The lack of growth of critical thinking and analytical thinking,
(2) Students are not equipped with areas of expertise and qualifications that can be applied
beneficially in the development process and, (3) Students to college are first to pursue status and
a degree of diploma, not skill, skill and professionalism.
Kata Kunci: Transformasi, PTKI, Kebutuhan Kini dan Mendatang
PENDAHULUAN
etelah Indonesia merdeka, perkembangan
Pendidikan Islam menunjukkan per-
kembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini
juga terkait dengan peran Kementerian Agama
yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946.
Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh
suatu bagian yang mengurus masalah
Pendidikan Agama.
Perguruan Tinggi Islam sudah dibuka
semenjak sebelum kemerdekaan RI. Mahmud
Yunus sudah mendirikan Perguruan Tinggi
Islam pertama tanggal 9 Desember 1940 di
Padang Sumatera Barat dengan nama Islamic
College, yang terdiri atas dua fakultas, yaitu
syariat dan pendidikan. Pada 8 Juli 1945,
dengan bantuan pemerintah pendudukan
Jepang didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI)
di Jakarta. Kemudian pada 22 Maret 1948
Sekolah Tinggi Islam (STI) berubah menjadi
Universitas Islam Indonesia (UII) yang terdiri
atas fakultas agama, hukum, ekonomi dan
pendidikan. (Ramayulis, 2012: 268)
Pada 12  Agustus 1950, UII diambil alih
oleh pemerintah dan secara resmi pada tanggal
26 Desember 1951 secara resmi dibuka
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
(PTAIN) di bawah pengawasan Kementerian
Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan
Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Tanggal
24 Agustus 1960 PTAIN dan ADIA disatukan
menjadi IAIN, sehingga PTAIN di Yogyakarta
berubah menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan
ADIA di Jakarta menjadi IAIN Syarif
Hidayatullah.Setelah diresmikan IAIN di
Yogyakarta dan Jakarta, secara bertahap
berkembanglah IAIN di seluruh Indonesia,
yang sampai dengan tahun 1973 berjumlah 14.
Sejarah perkembangan Pendidikan Tinggi
S
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Islam Negeri di Indonesia kemudian juga
melahirkan Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN). 37 cabang IAIN yang
umumnya berada di daerah tingkat II
dikembangkan menjadi 33 STAIN. (Haidar
Putra Daulay, 2007: 118)
Pada tahap berikutnya beberapa IAIN
dan STAIN berkembang menjadi Universitas
Islam Negeri (UIN). Sampai saat ini ada
beberapa IAIN dan STAIN  menjadi UIN, dam
juga ada STAIN yang berkembang menjadi
IAIN.Dalam perjalanan panjang PTAIN di
Indonesia ini telah banyak menghasilkan
lulusannya, baik pada strata satu, strata dua
dan tiga. Dengan demikian kiprah para
lumninya telah tersebar luas di masyarakat,
yang meliputi sebagai pendidik, dai, birokrat,
wiraswasta dan lain sebagainya.
Dalam sejarah perkembangannya yang
panjang IAIN telah memberikan kontribusi
besar terhadap perubahan sosial di masyarakat.
PTAIN umumnya ikut berperan dalam
terciptanya masyarakat kelas menengah (midle
class social). Kelas menengah sosial inilah
yang ikut serta mendorong perubahan IAIN
menjadi UIN. (Azra, Kuliah Umum di STAIN
Batusangkar, 23 Mei 2013)
Saat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam
(PTAI) khususnya IAIN dan STAIN sedang
dihadapkan pada persoalan besar dan
mendasar.Persoalan tersebut adalah
menyangkut tentang output-nya yang hingga
kini belum terakomodasi (terlibat/dilibatkan)
secara memadai, jika tidak dikatakan secara
maksimal ke dalam berbagai aspek kebutuhan
kehidupan modern.Padahal tuntutan perubahan
terus menggelinding seiring dengan perubahan
zaman yang seakan-akan tak dapat
dibendung.Persoalan demikian ternyata tidak
hanya menimpa PTAI di Indonesia, namun
juga telah menggejala hampir di sebagian
besar Perguruan Tinggi Agama Islam di
belahan dunia.
Sebagaimana dikemukakan Bassam Tibi
pada laporan hasil penelitiannya, bahwa
hampir seluruh universitas Islam di kawasan
Timur Tengah dan Afrika (ia tidak menyebut
Indonesia) sangat menekankan kapasitas untuk
menghapal agar mahasiswa bisa lulus dalam
studi mereka; tidak pada kapasitas untuk
berfikir kritis dan analitis. Mahasiswa
dipersiapkan bukan untuk menjawab tantangan
perubahan, tetapi untuk stabilisasi dan gengsi.
Alhasil, setelah lulus dari studi, para
mahasiswa lebih dibekali dengan ijazah, tetapi
tidak dengan kualifikasi yang dapat diterapkan
secara bermanfaat dalam proses pembangunan.
Tamatan universitas pada umumnya dalam
masyarakat, pertama kali tidak ditanya tentang
bidang keahlian dan kualifikasi mereka, tetapi
tentang gelar akademis yang mereka sandang,
dan dari universitas mana mereka peroleh.
(Lihat Bassam Tibi, 1991Islam and the
Cultural Accommodation of Social Change:
110).
Pendapat Tibi di atas kiranya sama
dengan kondisi Perguruan Tinggi Islam yang
ada di Indonesia. Seperti dikemukakan
Azyumardi Azra, bahwa mahasiswa di
Indonesia belajar ke Perguruan Tinggi
pertama-tama adalah untuk mengejar status
dan selembar ijazah, bukan keahlian,
keterampilan dan profesionalisme. (Azra,
1994: xvi)
Kenyataan yang dikemukakan Tibi dan
Azra di atas, tampaknya tidak dapat disalahkan
ataupun dibenarkan seluruhnya,  walaupun
dinyatakan pada tahun 90-an.Jika dilihat
kondisi output PTAI hingga saat ini, pendapat
tersebut sepertinya cukup beralasan. Kondisi
demikian, paling tidak dapat dibuktikan
melalui kajian-kajian empiris yang masih
sangat terasa di sebagian PTAI, walaupun
tidak sedikit juga ditemukan Perguruan Tinggi
Islam yang telah dan sedang melakukan
berbagai inovasi dan transformasi baik dari
aspek keilmuan maupun aspek-aspek teknis
akademis lainnya. Kajian empiris tersebut
paling tidak dapat dilihat dari dua hal, antara
lain: pertama, di satu sisi, sebagian besar
lulusan PTAI terlihat tidak dan atau kurang
percaya diri dalam merebut peluang kerja jika
dibandingkan dengan para lulusan dari
Perguruan Tinggi Umum (PTU) lainnya.(Lihat
Siti Muyassarotul H. “Ironi Pengangguran
Kaum Terpelajar” dalam Jawa Pos, Selasa 29
September 2009).
Persoalan ini muncul sebagai
konsekuensi logis kompleksitas permasalahan
yang dihadapi PTAI pada umumnya, mulai
dari belum jelasnya landasan epistemologi
keilmuan yang dibangun, visi-misinya
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(sebagai lembaga dakwah, akademis atau
praktis-pragmatis) yang juga belum jelas,
sampai kepada persoalan kurikulum, SDM
pengelolanya, minimnya anggaran dana yang
tersedia, terbatasnya bangunan kerjasama
(stakeholders), sarana prasarana yang kurang
memadai dan sebagainya. Kedua, di lain sisi,
barangkali  umat Islam juga tidak dapat
menutup mata terhadap peran dan kiprah para
alumni PTAI dalam perkembangan masyarakat
Indonesia selama ini. Tidak sedikit alumninya
yang muncul sebagai sosok pemikir, wartawan
bahkan juga politisi di pentas nasional.
(Komaruddin Hidayat dan Hendro  (ed.), 2000:
xxvi)
Tentu saja sulit untuk menyimpulkan
bahwa prestasi tersebut berkat kurikulum yang
mereka pelajari ketika menjadi mahasiswa.
Akan tetapi, sebagai sebuah institusi, PTKIN
telah berfungsi dengan baik dalam
menyediakan ruang pengembangan bakat-
bakat para mahasiswa.
Jika mengikuti identifikasi
permasalahan Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam di atas, maka problem yang sedang
dihadapi PTKIN adalah: (1) Kurang
tumbuhnya tradisi berfikir kritis dan analitis,
(2)Mahasiswa tidak dibekali dengan bidang
keahlian dan kualifikasi yang dapat diterapkan
secara bermanfaatdalam proses pembangunan,
dan (3) Mahasiswa ke Perguruan Tinggi
pertama-tama adalah untuk mengejarstatus dan
selembar ijazah, bukan keahlian, ketrampilan
dan profesionalisme.
Di samping problematika di atas,
problemalain yang masih ditemukan,
misalnya: (1) Bagaimana bangunan
epistemologi keilmuan yang dikembangkan
PTAI selama ini, apakah sudah tepat, kurang
tepat, dan atau tidak tepat sama sekali? Jika
demikian, bagaimana
pemecahannya?Mengingat struktur keilmuan
(keagamaan) Islam yang dikembangkan di
PTAI pada umumnya selama ini cenderung
terkesan dikhotomis jika tidak disebut
antagonis terhadap ilmu-ilmu ke-Islam-an dan
ilmu-ilmu umum (sosial); (2) Bagaimana
dengan SDM yang dimiliki PTAI, apakah
sudah benar-benar siap dalam menghadapi
akselarasi yang terjadi, baik yang menyangkut
masalah-masalah sosial, budaya, politik,
maupun ekonomi?; dan (3) Persoalan yang
tidak kalah penting adalah ketersediaan
kurikulum, dana, dan sarana-prasarana, sistem
kerjasama dengan pihak lain (stakeholders)
baik negeri atau swasta, dalam negeri dan luar
negeri, apakah sudah cukup memadai atau
belum?
Di satu sisi perkembangan PTKIN
nampak cukup baik, namun di sisi lain PTKIN
juga dihadapkan pada problema yang kian
kompleks. Karena itu, PTKIN juga perlu
berbenah diri melalui penataan sumber daya
yang ada dan penguatan institusi.
PERKEMBANGAN PERGURUAN
TINGGI ISLAM DI INDONESIA
1. Sejarah Perguruan Tinggi Islam di
Indonesia
Hasrat untuk mendirikan semacam
lembaga pendidikan tinggi islam itu sudah
dirintis sejak zaman penjajahan. Satiman
Wirjosandjoyo (Pedoman Masyarakat No. 15
Tahun IV/1938) mengatakan: sewaktu
Indonesia masih tidur, onderwijs (pengajaran)
agama di pesantren mencukupi keperluan
umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun,
maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama.
Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen
yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya
rendah dan dikelola oleh orang-orang yang
berpendidikan tinggi, maka keperluan akan
adanya sekolah tinggi agama Islam itu
semakin terasakan lagi dan kalau tidak,
pengaruh Islam akan semakin kecil.
a) Pada masa Pra Kemerdekaan
Pendirian lembaga pendidikan tinggi
Islam sudah dirintis sejakzaman peme-
rintahan HindiaBelanda, dimana Satiman
Wirjosandjoyo pernah mengemukakan
pentingnya keberadaan lembaga pendidikan
tinggi Islam untuk mengangkat harga diri
kaum muslim di Hindia Belanda yang
terjajah itu.
b) Pada masa Revolusi Kemerdekaan
Gagasan Satiman Wirjosandjoyo
akhirnya terwujud pada tanggal 8 Juli 1945,
ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri
di Jakarta di bawah pimpinan Abdul Kahar
Muzakkir, sebagai realisasi kerja yayasan
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Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang
dipimpin oleh Mohammad Hatta sebagai
ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris.
Ketika masa revolusi kemerdekaan, STI
ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia
hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10
April 1946 dapat dibuka kembali di kota
itu. Dalam sidang Panitia Perbaikan STI
yang dibentuk pada bulan November 1947
memutuskan pendirian Universitas Islam
Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan
empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi,
dan Pendidikan. Tanggal 20 Februari 1951,
Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII)
yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari
1950 bergabung dengan UII yang ber-
kedudukan di Yogyakarta.
c) Pada masa Pasca Revolusi Kemerdekaan
Setelah pengakuan kedaulatan
Indonesia secara internasional, Pemerintah
mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam
Negeri (PTAIN), yang diambil dari
Fakultas Agama UII (Yogyakarta)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 1950.Penetapan PTAIN sebagai
perguruan tinggi negeri diresmikan pada
tanggal 26 September 1951 dengan jurusan
Da’wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak
menjadi Syari’ah) dan Pendidikan
(Tarbiyah). Sementara di Jakarta,
berdiri Akademi Dinas Ilmu
Agama (ADIA) pada 14 Agustus
1957 berdasarkan Penetapan Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 1957. (Mahmud
Yunus, 2008: 447)
2. Kasus IAIN-UIN dan Perguruan Tinggi
Islam Lainnya
Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia
telah berlangsung sejak dibukanya sekolah
Tinggi Islam di Jakarta pada bulan Juli 1945
menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu
telah terjadi dinamika dan perkembangan
pendidikan tinggi Islam di Indonesia berawal
dari lahirnya STI kemudian STI berubah
menjadi UII, fakultas agama UII dinegerikan
menjadi PTAIN, kemudian muncul IAIN dan
STAIN, selain itu muncul pula pendidikan
tinggi Islam swasta baik yang berbentuk
universitas maupun sekolah tinggi. (Haidar
Putra Daulay, 2004: 133)
Sejak awal berdirinya IAIN bahkan
sejak PTAIN dan ADIA berdiri telah
mengkhususkan dirinya sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang bertujuan untuk
mendalami ilmu-ilmu agama.Ciri khas tersebut
tetap dipertahankan hingga sekarang terlebih-
lebih lagi setelah pemerintah mengeluarkan PP
No. 30 Tahun 1990 yang kemudian
disempurnakan dengan PP No. 60 tahun1999
tentang  pendidikan  tinggi, yang telah
memberikan batasan secara eksplisit tentang
pengertian institut.
Beberapa tahun belakangan ini ada
suara-suara yang ingin mengembangkan IAIN
menjadi universitas.Rintisan kearah itu telah
mulai dilaksanakan.Pada masa awal,
direalisisasikan dengan berdirinya UIN
(Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah
Jakarta, menyusul IAIN Sunan Kalijaga,
STAIN Malang dan IAIN Pekan Baru menjadi
Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan itu
tidaklah begitu sulit sepanjang pihak yang
berwenang setuju.
Dalam pandangan Azyumardi Azra
(salah satu arsitek penting dalam proyek
perubahan IAIN ke UIN) bahwa gagasan dan
konsep dasar pengembangan IAIN menuju
UIN tak lepas dari beberapa masalah yang
dihadapi IAIN dalam perkembangannya
selama ini. Pertama, IAIN belum berperan
secara optimal dalam dunia akademik,
birokrasi dan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan.IAIN lebih banyak berperan di
masyarakat karena dalam konteks
dakwah.Kedua, kurikulum IAIN belum
mampu merespon perkembangan IPTEK dan
perubahan masyarakat yang semakin
kompleks. (Abudin Nata (ed.), 2001: 23)
Alasan-alasan di atas menjadi bagian
dari upaya untuk melakukan perubahan IAIN
menjadi UIN, sehingga tidak hanya dominan
pada orientasi dakwah akan tetapi juga untuk
merespon dan menghadapi masyarakat baru
yang semakin kompleks. Dorongan kuat
terhadap perubahan ini juga dianggap untuk
memperjelas institusi pendidikan Islam.
Artinya, apakah IAIN dianggap sebagai
lembaga dakwah atau lembaga pendidikan
tinggi?Seperti halnya disampaikan oleh Harsya
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W. Bachtiar (Guru Besar Universitas
Indonesia) bahwa agar IAIN mengambil sikap
tegas antara sebagai lembaga dakwah atau
perguruan tinggi. (Abudin Nata (ed.), 2001:
23)
Abuddin Nata mengungkapkan bahwa
ada beberapa hal yang melatarbelakangi
perlunya konversi IAIN menjadi UIN.
Pertama, perubahan pada jenis
pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya
Madrasah adalah sekolah agama, kini
madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah
umum atau sekolah yang berciri khas Islam.Di
madrasah sudah terdapat mata pelajaran umum
yang dimuat dalam kurikulumnya.Misalnya
eksakta, sosial, bahasa dan fisika.Ini berbeda
dengan kondisi IAIN yang masih menyediakan
sekolah agama. Lulusan madrasah akan
merasa kesulitan untuk masuk UIN. Di
samping itu konversi ini juga untuk
menyambut tamatan sekolah menengah umum
dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN,
karena dapat menyediakan jurusan dan
fakultas umum. Perubahan ini juga merupakan
misi untuk pemberdayaan masyarakat/umat di
masa depan. (Abuddin Nata, 2010: 56)
Kedua, adanya dikhotomi ilmu-ilmu
agama dan ilmu-ilmu umum.Masalah
dikhotomi ini solusinya adalah program
integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama
dan ilmu umum. Dengan anggapan bahwa
kalau IAIN hanya menyelenggarakan ilmu-
ilmu agama,ini akan melestarikan dikhotomi
tersebut. (Abuddin Nata, 2010: 59) Integrasi
dan interkoneksi keilmuan adalah suatu hal
harus dilakukan untuk menghilangkan
dikhotomis keilmuan.
Ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN
merupakan peluang bagi para lulusan untuk
memasuki lapangan kerja yang lebih luas.
(Abuddin Nata, 2010: 59)Selama ini, arah
lulusan IAIN adalah lembaga pendidikan
Islam, kegiatan kegiatan keagamaan, dakwah
dan pada tataran KementerianAgama.
Perubahan menjadi UIN akan lebih
memperluas lingkup kerja dan eksistensi
lulusan IAIN.(Kusmana dan Yudi Munadi
(ed.),) 2002: 28)
Keempat, perubahan IAIN menjadi UIN
adalah dalam rangka memberikan peluang
bagi lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas
vertikal.Kesempatan gerak dan peran daoat
memasuki medan yang lebih luas. Lulusan
IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan
yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi.
Perubahan ini juga ingin kembali menaruh
harapan umat Islam menjadi pelopor
peradaban manusia yng dulu pernah dicapai
Islam zaman klasik. (Abuddin Nata, 2010: 60)
Kelima, perubahan IAIN menjadi UIN
juga merupakan tuntutan akan
penyelenggaraan pendidikan yang profesional,
berkualitas tinggi dan menawarkan banyak
pilihan. Apalagi dengan derasnya arus
globalisasi yang melahirkan lingkungan
persaingan dan kompetisi,sehingga IAIN
dengan menjadi UIN merupakan bagian dari
upaya menghadapi tantangan dan menangkap
peluang.
Gagasan menuju universitas bukan tidak
menghadapi tantangan ataupun pro kontra di
kalangan muslim maupun para tokoh Islam.
Tantangan permasalahan bukan tidak ada,
akan tetapi semenjak ide perubahan lembaga
tersebut disuarakan banyak menuai kritikan
dan pertanyaan. Menurut Abuddin Nata, ada
beberapa permasalahan yang muncul baik itu
terkait dengan legal formal, kelembagaan,
filosofis, histori, psikologis dan bahkan politis.
(Abuddin Nata, 2010: 62)
Secara konsepsional lembaga
pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk
pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan
seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk
jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh
suburkan hubungan yang harmonis setiap
pribadi dengan Allah, manusia dan alam
semesta. Dengan demikian pendidikan Islam
itu berupaya untuk mengembangkan individu
seutuhnya sekaligus pewarisan nilai-nilai
Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
menurut pandangan Islam ilmu dibagi kepada
dua bagian yaitu perennial knowledge dan
acquired knowledge yang oleh konferensi
internasional tentang pendidikan telah disusun
mulai dari tingkat dasar sampai perguruan
tinggi. (Abuddin Nata, 2010: 130)IAIN sejak
berdirinya telah berupaya untuk merancang
kedua jenis ilmu tersebut dalam program
kurikulumnya secara seimbang dengan tetap
mengedepankan tujuan institusionalnya yakni
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untuk menyiapkan tenaga dalam bidang ilmu
agama. Penyusunan kurukulum yang tergolong
ilmu acquired knowledge disesuaikan dengan
fakultas dan jurusannya.
Di dalam menyahuti perkembangan era
globalisasi yang mau tidak mau muncul, perlu
diperhatikan beberapa hal.Pertama,
kurikulum, permasalahan yang muncul adalah
kurikulum bagaimanakah yang adaptif buat
dunia global tersebut.Ilmu-ilmu basictetap
ilmu perennial knowledge, tetapi bagaimana
supaya output-nya bernuansa global. Kedua,
kualitas, sudah dimaklumi bahwa era global
tersebut adalah era kompetitif, pada era ini
yang dikedepankan adalah keunggulan. Untuk
meningkatkan kualitas tersebut tidak mungkin
semata-mata diserahkan kepada IAIN saja
dalam arti memadakan dan memanfaatkan
fasilitas, sarana dan faktor-faktor pendidikan
yang ada saja, tetapi diharapkan seluruh civitas
akademika IAIN turut terlibat didalamnya,
terlebih-lebih mahasiswanya.
Kehadiran IAIN, tidak terlepas dari cita-
cita umat Islam Indonesia untuk
memajukanajaran Islam di Indonesia. Setelah
mengalami masa penjajahan yang sangat
panjang, umat Islam Indonesia mengalami
keterbelakangan dan disintegrasi dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Perbenturan umat Islam Indonesia dengan
pendidikan dan kemajuan barat memunculkan
kaum “intelektual baru” yang sering juga
disebut “cendikiawan sekuler”.
Kehadiran kaum “intelektual sekuler”
atau “intelektual baru” ini menimbulkan
masalah lebih lanjut, yakni terciptanya gap
antara kaum intelektual baru pada satu pihak
dengan kaum intelektual lama.Kaum
intelektual baru hasil pendidikan barat
cenderung terpisah dari kaum intelektual lama
(ulama). Karena itulah kemudian muncul
gagasan di kalangan umat Islam Indonesia
untuk menciptakan intelektual ulama dan
ulama intelektual.
Dengan landasan tersebut IAIN
diharapkan mampu memberikan respon dan
jawaban Islam terhadap tantangan-tantangan
zaman.Ia hendaklah dapat memberikan warna
dan pengaruh keislaman kepada masyarakat
Islam secara keseluruhan. IAIN juga
diharapkan mampu mengembangkan dirinya
sebagai pusat studi dan pengembangan Islam.
Inilah ekspektasi  akademis kepada IAIN.
Dengan demikian, IAIN memikul dua harapan;
social expectations dan academic
expectations.
Ini berarti IAIN mempunyai tugas
sebagai wadah penyiapan penafsir-penafsir
Islam dan untuk kemudian dikomunikasikan
kepada masyarakat luas.Akhir-akhir ini
penilaian pihak luar nampaknya semakin
positif terhadap IAIN.Minat masyarakat luas
kian tertarik pada perguruan tinggi agama
Islam ini.Kepercayaan dan rekruitmen dari
berbagai lembaga ilmiah terhadap tamatan
IAIN kelihatan cukup tinggi.
Meskipun demikian, IAIN agaknya
harus jujur terhadap dirinya sendiri. Masih
banyak kekurangan dan kelemahan yang
dihadapinya, terutama dalam masalah mutu
ilmiah mahasiswa dan tenaga pengajar. Sejak
dari Menteri Agama Mukti Ali dan menteri-
menteri agama selanjutnya selalu menegaskan
bahwa standar dan mutu ilmiah di IAIN belum
lagi memadai.
Pernyataan Menteri Agama itu memang
merupakan fenomena umum yang dihadapi
IAIN Belum tercapainya standar ilmiah yang
lebih memadai itu bukan hanya karena
kelemahan penguasaan dua bahasa asing
tersebut, tetapi lebih jauh disebabkan situasi
yang kondusif ke arah itu belum mampu
diciptakan civitas akademika IAIN.
Sebelum melangkah lebih jauh kepada
penumbuhan keberanian intelektual untuk
mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam secara
kritis, harus ditinjau kembali sistem
pendidikan dan kurikulum yang selama ini
diterapkan di IAIN. Berdasarkan paparan yang
dikemukakan di atas, maka Azyumardi Azra
mengemukakan beberapa rekomendasi dapat
untuk pengembangan IAIN, sebagai berikut:
a. Reformulasi tujuan IAIN
Meskipun IAIN diharapkan menjadi pusat
pengembangan pemikiran Islam, sampai
saat ini masih berfungsi sebagai wadah
pembinaan “calon pegawai” dan “guru”
ketimbang pemikir dan intelektual Islam.
Dalam hubungan ini, IAIN lebih berfungsi
sebagai “training center” ketimbang
“center of learning and research “ atau
“center of Islamic thought.”
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b. Restrukturisasi kurikulum. Sebagai pusat
keilmuan dan penelitian Islam, seyogyanya
jurusan-jurusan di IAIN yang berkenaan
dengan disiplin-disiplin keagamaan selain
lebih menekuni bidang-bidang “Islamic
studies”.
c. Simplikasi beban perkuliahan. Akibat
penetrasi subyekyang tidak terlalu relevan
dengan Islamicstudies, maka beban
perkuliahan menjadi amat berat. Beban
kuliah per semester berkisar antara 8-10
mata kuliah. Overloaded ini juga terjadi
pada program pascasarjana. Idealnya beban
mahasiswa persemester tidak lebih dari 5
mata kuliah.
d. Dekompartementalisasi. Dewasa ini terjadi
kompartementalisasi yang cukup parah di
IAIN dalam bentuk fakultas dan jurusan
sejak mahasiswa melangkah kaki ke
gerbang perguruan tinggi ini. Akibat kom-
partementalisasi ini, mahasiswa cenderung
mempunyai pemahaman yang terpilah-
pilah tentang Islam. Mereka yang
memasuki Fakultas Ushuluddin misalnya,
kurang apresiatif terhadap syari’ah, mereka
yang memasuki Fakultas Tarbiyah, sangat
lemah dalam bidang pemikiran kalam atau
filsafat Islam.
e. Liberalisasi sistem SKS. Walaupun IAIN
telah cukup lama menerapkan sistem SKS,
tetapi yang dijalankan lebih merupakan
sistem SKS per paket. Mahasiswa tidak
cukup bebas menentukan sendiri program
dan memilih dosen sesuai kecende-
rungannya masing-masing. (Azra, 2002:
168)
Beberapa rekomendasi diatas
memungkinkan perlunya pembaharuan sistem
pendidikan IAIN.Apabila ingin menjadikan
IAIN sebagai pusat pengembangan pemikiran
pembaharuan Islam, maka pembaharuan
sistem pendidikan IAIN menjadi sebuah
keniscayaan.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi menyebabkan terjadinya perubahan
secara cepat.Banyak dari perubahan itu yang
menuntut solusi dari pandangan agama.Karena
itu, pendidikan di IAIN dituntut untuk bersifat
dinamik,sehingga, tuntutan untuk pembaruan
kurikulum tidak dapat dielakkan.
Beberapa problem yang dihadapi IAIN
dan solusinya:
a. RawInput
Setelah diberlakukannya UU No.
2 tahun 1989, Undang-Undang sistem
Pendidikan Nasional, yang kemudian
dilanjutkan dengan dengan Peraturan
Pemerintah yang meliputi PP No. 27
(Pra sekolah), No. 28 (pendidikan
dasar), No. 29 (Pendidikan Menengah),
No. 30 (pendidikan tinggi). Peraturan
Pemerintah tersebut, menuntut agar
lembaga-lembaga pendidikan yang ada
menyesuaikan diri dengan peraturan
dimaksud.
Madrasah Aliyah program
kurikulumnya sama persis dengan
Sekolah Menengah Atas (SMA), yang
membaginya kepada tiga program, yaitu
IPA, IPS, dan Bahasa. Disebabkan
pembagian program yang seperti inni
maka diambil beberapa kesimpulan:
a) Siswa-siswa MA, tidak dipersiapkan
secara akademik untuk memasuki
IAIN, kendatipun tidak ditutup untuk
itu.
b) Kesiapan mental siswa MA juga
bukan ditempa untuk memasuki
IAIN, karena itulah ketika IAIN
Sumatera Utara menjaring siswa
berprestasi untuk masuk ke IAIN
lewat PSB (Penjaringan Siswa
Berprestasi), ada beberapa MAN
yang tergolong tidak mengirimkan
siswa dengan alasan tidak ada siswa
yang tergolong berprestasi berminat
memasuki IAIN.
Bertolak dari dua asumsi di
atas, maka secara kuantitatif tidak
mustahil seandainya mereka
memasuki IAIN setelah lulus ujian
masuk, permasalahan yang mendasar
adalah ilmu-ilmu dasar keagamaan dan
bahasa Arab yang mereka miliki
lemah.
b. Tenaga Pengajar
Secara umum kuantitas tenaga
pengajar IAIN belum mencapai rasio
yang ideal antara perbandingan jumlah
dosen dan mahasiswa, kendatipun
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demikian belum sampai kepada
terhambatnya proses pembelajaran. Dari
segi kualitas apabila ditinjau dari derajat
pendidikan dosen,masih terdapat
kesenjangan antara tenaga dosen yang
berpendidikan S1, S2, dan S3.
c. Output
Permasalahan yang paling sering
muncul dari output IAIN adalah tentang
lapangan kerja, dan persoalan ini tidak
hanya dialami oleh alumni IAIN saja,
tetapi hampir seluruh alumni perguruan
tinggi.  Jalan keluar yang harus dila-
kukan oleh IAIN untuk menanggulangi
masalah itu adalah memberikan
keterampilan berwiraswasta kepada
mahasiswa. Keterampilan itu dapat
diberikan dalam bentuk intrakurikuler,
ekstrakurikuler ataupun pelatihan-
pelatihan yang terjadwal.
d. Proses pembelajaran
Proses pembelajaran tergantung
kepada dua hal pokok, pertama sarana
dan fasilitas, kedua keterampilan tenaga
mengajar. Sampai sekarang masalah
pertama pada umumnya baru terpenuhi
hal-hal yang bersifat primer.Sedangkan
masalah keterampilan tenaga pengajar
masih perlu ditingkatkan.
e. Kurikulum
Kurikulum dapat diibaratkan
sebagai jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai tujuan. Permasalahan yang
dirasakan pada kurikulum IAIN ini,
perlu perampingan, sehingga matakuliah
yang betul-betul terarah kepada
pembentukan indikator-indikator
individu yang ingin dicapai.Tumpang
tindih pembahasan dalam bidang ilmu-
ilmu agama sering muncul, dan dapat
dijadikan dalam bentuk yang utuh.
(Daulay, 2004: 36)
3. Prospek Perkembangan Perguruan
Tinggi Islam di Indonesia dalam
Kaitannya dengan Pembaruan Islam
Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam
di Indonesia menunjukkan kemajuan yang
siginfikan. Masyarakat Islam sangat menaruh
harapan terhadap PTKI, karena masyarakat
semakin sadar tentang pentingnya keberadaan
perguruan tinggi dalam era globalisasi guna
membentuk manusia unggul. Oleh karena itu,
prospek perkembangan perguruan tinggi Islam
di Indonesia dalam kaitannya dengan
pembaruan Islam adalah sebagai berikut:
a. Tantangan globalisasi
Pada era globalisasi ini, dunia seakan-akan
tanpa batas dan sekat-sekat antar negara
semakin menipis. Arus keluar masuk
manusia, jasa, teknologi dan barang ke
suatu negara semakin mudah dan lumrah.
Pengaruh budaya juga tidak bisa dihindari,
sehingga mengakibatkan persaingan global.
(Daulay, 2004: 140) Untuk menghadapi
semua tantangan global tersebut kualitas
pendidikan dalam suatu negara sangat
menentukan untuk memberuk manusia
yang berkualitas untuk membendung semua
arus globalisasi. Tidak terkecuali juga
perguruan tinggi Islam di Indonesia sebagai
wadah pendidikan tinggi bagi generasi
muda Islam di Indonesia. Perguruan Tinggi
Islam dewasa ini sudah mulai berkembang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
global. Hal ini terbukti dengan semakin
berkembangnya bidang keilmuan yang ada
di PTAI yang sudah mengikuti
perkembangan keilmuan di perguruan
tinggi lain pada umumnya.
b. Tantangan perkembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan banyak penemuan baru
dalam berbagai bidang mengakibatkan
kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan
juga semakin meningkat. Dipandang dari
konsep keilmuan dalam Islam, ilmu terbagi
atas dua macam yaitu ilmu yang tergolong
perennial knowledge (ilmu yang bersumber
dari wahyu) dan acquired knowledge (ilmu
yang bersumber dari perolehan manusia).
Dalam Islam ilmu tersebut adalah satu
kesatuan.
Berdasarkan konsep tersebut, maka
idealnya PTAI tanpa memisahkannya
apalagi mempertentangkannya. (Daulay,
2004, 114) Perkembangan PTAI dewasa ini
sangat mendukung terhadap pengembangan
keilmuan tersebut secara dinamis. Hal ini
terbukti dari perkembangan disiplin ilmu
yang dikembangkan di berbagai UIN
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dengan mandat yang diperluas untuk
mengembangkan berbagai disiplin ilmu
yang sama dengan universitas lainnya di
Indonesia.
c. Tantangan moral
Salah satu dampak negatif kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
munculnya semangat hedonisme
(pandangan yang menganggap bahwa
tujuan hidup adalah mencapai segala
kenikmatan fisik setinggi mungkin tanpa
memikirkan konsekuensinya). Gejala ini
terlihat di tengah masyarakat dengan
semakin maraknya pengaruh narkoba,
kebebasan seks, dan segala indikasi yang
menunjukkan kerusakan moral. PTKI
diharapkan dapat menjadi penggerak dalam
mengatasi segala persoalan moral yang
terjadi di tengah masyarakat.
Berkembangnya penelitian dan kajian-
kajian Islam di PTKI juga diharapkan
sebagai alat untuk mengantisipasi berbagai
macam persoalan moral yang berkembang
di temgah masyarakat dewasa ini. Prospek
perkembangan Perguruan Tinggi Islam di
Indonesia didukung oleh faktor internal
yang memungkinkan PTKI dapat berkiprah
di tengah masyarakat global untuk
mengembangkan berbagai ilmu
pengetahuan dan teknologi. Faktor
pendukung tersebut antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Keinginan memperluas peran
Fenomena menarik yang muncul
di kalangan PTKI, yaitu keinginan
meningkatkan status kelembagaan yang
selama ini disandang.Lembaga yang
berstatus sekolah tinggi misalnya
STAIN berkeinginan meningkatkan
menjadi sebuah institut yakni IAIN dan
yang berstatus institut selanjutnya
berkeinginan  meningkat menjadi
universitas dalam hal ini menjadi UIN.
Bahkan jika memungkinkan, yang
berstatus sekolah tinggi juga
berkeinginan menjadi universitas.
(Saridjo, 2009, 300)
b. Memperluas Batas Bidang Kajian Islam
Selain menyangkut restrukturisasi
pembidangan ilmu pengetahuan,
sebagaimana dikemukakan di atas,
mungkin perlu juga dikritisi kembali
tentang apa yang disebut dengan ilmu
keislaman selama ini. Dalam perspektif
konservatif, yang disebut sebagai ilmu
keislaman tidak lebih dari fiqh, tauhid,
akhlak/tasawuf, tafsir dan hadis, tarikh
dan bahasa Arab.Selain itu, jenis
kategori ilmu-ilmu tersebut dipandang
bukan bagian dari ilmu yang terkait
dengan Islam.Sebagian orang
menyebutnya sebagi ilmu sekuler atau
ilmu terpisah dari Islam.
Ketika IAIN/STAIN/UIN mem-
buka jurusan ilmu hukum, kemudian
kajiannya berdasarkan ayat-ayat
qauliyah dan ayat-ayat kauniyyah, maka
sudah sama artinya dengan jurusan
syari’ah. Demikian pula, jika perguruan
tinggi ini membuka jurusan komunikasi,
dan kajiannya sudah mendasarkan pada
ayat-ayat qauliyahdan kauniyyah, maka
sudah sama artinya dengan
menyelenggarakan jurusan dakwah, dan
selanjutnya begitu pula ketika perguruan
tinggi membuka jurusan Ushuluddin
maupun adab.
Jika UIN/IAIN/STAIN
dibolehkan membuka jurusan
pendidikan, hukum, ilmu komunikasi,
bahasa dan sastra, dan filsafat maka
semestinya juga dibolehkan untuk
membuka jurusan dan  bidang studi
lainnya sepanjang yang ada
memungkinkan untuk itu, sehingga bisa
jadi misalnya IAIN membuka program
studi Ilmu kelautan, ilmu pertanian,
ilmu pertambangan, ilmu peternakan
dan bahkan ilmu kedokteran dan lain-
lain. (Saridjo, 2009, 311)
c. Integrasi ilmu agama dan umum
Dikhotomi pendidikan agama dan
umum di Indonesia yang terjadi pada
masa sebelum dan awal kemerdekaan,
berakibat kurangnya perhatian lembaga
pendidikan Islam terhadap ilmu umum
terutama sains dan teknologi.Akibatnya,
umat Islam terbelakang dalam
penguasaan ilmu-ilmu tersebut.Hal ini
mendorong lahirnya upaya menciptakan
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sistem pendidikan Islam yang tidak
dikhotomistik.
Pada tingkat pendidikan tinggi,
integrasi ilmu agama dan umum terjadi
di universitas Islam yang di dalamnya
dibuka fakultas agama dan fakultas
umum, atau di fakultas dibuka jurusan
umum dan agama atau STAIN atau
STAIS dibuka prodi agama dan umum.
(Saridjo, 2009, 333)
Ada beberapa konsep integrasi
pendidikan Islam yang mungkin
menjadi solusi dari dampak negatif dari
praktik dikhotomi pendidikan Islam
yang terjadi masa lalu untuk diterapkan,
yaitu:
1) Konsep kebenaran metodologis
2) Konsep Islamisasi ilmu
PTKI sudah seharusnya berbenah dalam
pengembangan keilmuan yang ada dan
sepatutnya mensejajarkan diri dengan
perguruan tinggi lainnya. PTKI harus
mempunyai keunggulan kompetitif
dibandingkan dengan perguruan tinggi lain,
karena masyarakat semakin berubah.
Kebutuhan terhadap ilmu semakin tinggi,
sehingga kualitas tenaga pengajar dan sarana
pembelajaran pada PTKI juga harus
ditingkatkan.
PENUTUP
Perjalanan dan transformasi IAIN
menjadi UIN serta permasalahan yang ada
dalam proses tersebut merupakan suatu hal
yang kompleksitas. Namun ruh perjuangan
UIN menjadi semangat bagi perguruan tinggi
Islam lainnya untuk terus melakukan proses
tranformasi untuk pengembangan PTAI.
Tentunya berbeda dengan ruh perjuangan
pendirian IAIN/UIN yang tetap harus mampu
menangkap perubahan masyarakat global dan
menciptakan sarjana yang diharapkan inklusif
dalam keagamaan dan keilmuan serta sains.
Dalam persoalan internalpun,  fakultas agama
yang semakin ke sini dilihat kurang pamornya
harus ditingkatkan kualitasnya, bahkan
promosi tidak terlalu berlebihan kepada
fakultas umum. Berbagai persoalan yang
dihadapi PTAI harus dicarikan jalan
keluarnya, di antaranya adalah dengan
meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan
sarana belajar.
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